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ABSTRAKSI 
 
Mashita Dewi Tidore, E13113536, dengan “Dinamika Referendum Inggris di Uni 
Eropa, Studi Kasus: Referendum Brexit”, di bawah bimbingan Dr. H. Adi Suryadi B, 
MA selaku pembimbing I dan Ishaq Rahman S.IP, M.Si selaku pembimbing II, pada 
departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggambarkan tentang dinamika referendum 
keanggotaan Uni Eropa di Inggris hingga respon negara-negara Eropa terhadap hasil 
referendum Inggris. Pembahasan difokuskan pada latar belakang serta hasil 
referendum-referendum yang dilaksanakan Inggris terhadap Uni Eropa. Tipe 
penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif 
Analitik. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dengan 
menelaah sejumlah buku, jurnal, dokumen, surat kabar dan artikel ilmiah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan ideologis masyarakat sehubungan 
dengan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Rakyat dan pemerintah Inggris telah 
memutuskan untuk mengakhiri keanggotaan Inggris di Uni Eropa melalui referendum 
nasional yang dikenal sebagai British Exit (Brexit) pada tanggal 23 Juni 2016 sebagai 
akibat dari peningkatan ideologi Eurosceptic rakyat Inggris. Hasil referendum Brexit 
mencerminkan keinginan Inggris untuk menjadi negara yang independen serta 
terbebas dari kendali organisasi supranasional yang bertentangan dengan kepentingan 
nasional Inggris. 
Kata kunci : Dinamika referendum, Uni Eropa, Referendum Brexit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Mashita Dewi Tidore, E13113536, with “Dynimcs of the European Union 
Referendum in the United Kingdom, Study Case: Brexit Referendum”, under the 
guidance of Dr. H. Adi suryadi B. MA as Supervisor I and Ishaq Rahman S.IP, M.Si 
as Supervisor II at the International Relations Department, Social and Political 
Science Faculty of Hasanuddin University. This research explains thoroughly the 
dynamics of the European Union membership referendum in the United Kingdom as 
well as how European countries response to referendum results. The discussion 
focuses on reasons as to why the United Kingdom held the European Union 
referendum and results of those referendum. Type of research the author used was 
Descriptive Analytical research. The data used by the author was gathered from 
library research by studying relevant books, journals, documents, newspaper and 
scientific articles. Results of this research show that there are changing of ideology 
within United Kingdom's citizens regarding their membership in the European Union. 
The people and government have decided to put an end to their country's membership 
in the European Union by held a national referendum known as British Exit (Brexit) 
on June 23rd 2016 as a repercussion of intensified Eurosceptic ideology in Britain. 
Brexit referendum result reflects the United Kingdom's willingness to be an 
independent country and to be free from any supranational organization interference 
which often back clashes its national interests. 
Key words : Dynamic of referendum, European Union, Brexit referendum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
  Brexit merupakan singkatan dari istilah “British Exit” yang dimaksudkan 
sebagai kebijakan Inggris untuk melaksanakan referendum agar rakyatnya dapat 
memutuskan apakah Inggris harus keluar atau tetap menjadi negara anggota Uni 
Eropa. Referendum ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 secara 
serentak di keempat wilayah negara anggota Britania Raya, yaitu Inggris, Wales, 
Skotlandia, dan Irlandia Utara yang dipimpin pelaksanaannya oleh mantan 
Perdana Menteri Inggris, David Cameron. Sebelum memenangkan pemilu pada 
tahun 2010, dalam masa kampanye David Cameron sebagai pemimpin Partai 
Konservatif mengangkat isu penyelenggaraan referendum Inggris agar keluar dari 
Uni Eropa karena hal ini dipercaya merupakan kebijakan yang sesuai dengan 
prinsip demokrasi dimana rakyat Inggris menjadi pemegang penuh hak politik di 
negara tersebut. 
Prinsip demokrasi inilah yang kemudian membawa isu referendum Inggris 
menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Pasalnya kebijakan Inggris Raya untuk 
keluar dari Uni Eropa bukan hanya akan berdampak pada hubungan kedua pihak, 
melainkan juga mempengaruhi negara-negara lain dalam skala internasional 
mengingat Inggris merupakan salah satu negara maju dunia sehingga memiliki 
peran signifikan dalam tatanan sistem politik dan ekonomi internasional. 
Referendum Brexit tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa 
Inggris harus melepaskan keanggotaannya di Uni Eropa dengan perolehan suara 
dimana 51,9% rakyat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa, sedangkan 
48% rakyat Inggris lainnya memilih untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa. 
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Keputusan mayoritas rakyat Inggris yang memilih untuk keluar dari Uni 
Eropa dilandaskan pada kepercayaan bahwa Uni Eropa telah melanggar 
kedaulatan Inggris dalam banyak aspek, mulai dari kebijakan Luar Negeri, 
keamanan, hingga isu-isu internal seperti penentuan standar upah pekerja-pekerja 
industri, maupun kebijakan Perikanan dan Kelautan Inggris yang seharusnya 
menjadi kewenangan penuh pemerintah domestik dalam rangka mempertahankan 
dan menjalankan kedaulatan negaranya.  
Uni Eropa dinilai telah melakukan terlalu banyak intervensi dalam 
implementasi kebijakan pemerintah Inggris karena seringkali memaksakan 
kebijakannya untuk diterapkan, walaupun kebijakan tersebut bertentangan 
dengan kepentingan nasional Inggris. Hal ini disebabkan oleh sistem yang dianut 
Uni Eropa dalam perumusan serta penentuan kebijakannya, dimana keputusan 
organisasi supranasional tersebut diambil melalui proses voting atau pemungutan 
suara negara-negara anggota yang membuat Inggris tidak mampu berdiri sendiri 
dan menentang kebijakan-kebijakan tersebut karena Inggris tidak mampu 
                                                          
1
 BBC News, „EU Referendum: BBC Forecasts UK votes to leave‟, 
www.bbc.com/news/uk-politics-36615028, Diakses pada Selasa, 01 November  2016. 
melawan mayoritas negara anggota lain yang setuju dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan.  
Salah satu contoh kebijakan yang menjadi pertimbangan terbesar Inggris 
untuk keluar dari Uni Eropa adalah “Open Door Immigration Policy” yang 
mengharuskan Inggris membuka keamanan perbatasannya kepada para imigran 
dan pengungsi agar dapat dengan bebas masuk dan menetap di negaranya. 
Walaupun kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan 
untuk kepentingan bersama negara-negara Eropa, namun hal ini membuat Inggris 
kehilangan kontrol terhadap perbatasannya sehingga terjadi peningkatan arus 
imigran yang cukup signifikan memasuki wilayah negara tersebut dalam 
beberapa dekade terakhir dan telah menimbulkan konsekuensi ekonomis tertentu 
sehingga harus segera diatasi. Berdasarkan salah satu pertimbangan inilah, rakyat 
Inggris Raya yang percaya bahwa mereka telah kehilangan hak suara sejak tahun 
1975 dalam parlemen Uni Eropa dan memilih untuk lepas dari ikatan 
kewajibannya sebagai negara anggota Uni Eropa serta berusaha memperoleh 
kembali kedaulatannya.  
Meningkatnya dominasi dari kaum Euroscepticism yang mengadvokasikan 
kerugian-kerugian menjadi anggota Uni Eropa di Inggris kemudian menyebar ke 
seluruh negeri dan setelah dipimpin oleh Partai Konservatif di Parlemen, 
sehingga rakyat Inggrispun akhirnya mewujudkan keinginan mereka untuk opt-
out atau melakukan referendum keluar dari Uni Eropa pada bulan Juni lalu. 
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Dalam rangka memenuhi tujuan didirikannya Uni Eropa, organisasi 
regional ini kemudian membentuk sistem kelembagaan kompleks yang antara 
lain terdiri dari Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Lembaga 
Peradilan, Lembaga Pemeriksaan Keuangan, serta sistem institusional Uni Eropa 
lainnya.    
Semakin meluasnya otoritas Uni Eropa, pusat pemerintahan menjadi 
seakan berpindah tangan dari pemerintah domestik negara ke pemerintahan di 
Brussel, lokasi kantor parlemen utama Uni Eropa, sehingga pemerintah domestik 
semakin berkurang pengaruhnya terhadap perumusan kebijakan internal negara. 
Inilah yang dianggap Inggris sangat merugikan.  
Pada akhirnya setelah hasil referendum Brexit dipublikasikan dan Inggris 
secara resmi menyatakan diri keluar dari Uni Eropa, berbagai reaksi dari seluruh 
dunia bermunculan. Reaksi yang paling signifikan datang dari pihak negara-
negara Uni Eropa itu sendiri. Referendum Brexit dalam waktu singkat menjadi 
pemicu maraknya kampanye-kampanye Eurosceptic serta ideologi nasionalisme 
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 Jose Ignacio Torreblanca dan Mark Leonard, „The continent-wide rise of 
Euroscepticism‟, ECFR Policy Memo, http://www.ecfr.eu/page/-
/ECFR79_EUROSCEPTICISM_BRIEF_AW.pdf, Diakses pada Jumat, 04 November 2016. 
yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dari partai sayap kanan seperti yang terjadi di 
Perancis, Belanda, Swedia, Yunani dan Denmark. 
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Pernyataan yang dipublikasikan oleh pemimpin-pemimpin Partai Kanan di 
negara-negara tersebut menyuarakan keinginan yang sama, yakni 
penyelenggaraan referendum untuk keluar dari Uni Eropa. Seperti yang 
ditegaskan oleh pemimpin Partai Nasional Perancis Marine Le Pen dalam 
kampanyenya bahwa “Now is the time to import democracy in our country. The 
French should have the right to choose!”.4 Marine Le Pen berjanji bahwa apabila 
Ia berhasil menang dalam Pemilu tahun 2017 nanti, Ia akan melaksanakan 
referendum bagi rakyat Perancis agar dapat memilih untuk mempertahankan atau 
melepaskan keanggoatan Perancis dari Uni Eropa. Marine Le Pen berpendapat 
bahwa agenda referendum inilah yang merupakan cerminan sesungguhnya dari 
sistem demokrasi yang dijunjung rakyat Eropa. 
Sama halnya dengan Marine Le Pen, inisiatif serupa dinyatakan pula oleh 
Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan Belanda yang menyerukan agar 
Belanda mengadakan referendum tentang keanggotaan Uni Eropa. Dalam 
pidatonya Wilders menyerukan bahwa “We must also liberate ourselves from the 
Europhiles in Brussels who wipe the floor with our identity, our sovereignty and 
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 Ian Bond, Sophia Besch, “Europe After Brexit: Unleashed or Undone?”, 2016, 
https://www.cer.org.uk/sites/default/files/pb_euafterBrexit_15april16.pdf, Diakses pada 09 
November 2016. 
4
 “Marine Le Pen Praises British Brexit „Courage‟, Promises „Frexit‟”, 2016, 
http://www.breitbart.com/london/2016/09/06/le-pen-praises-british-brexit-promises-frexit/ 
Diakses pada 09 November 2016. 
our prosperity. We are no longer in control of our own borders, our own money, 
our own democracy”. 5 Pidato Wilders berhasil memanfaatkan momentum 
dimana terjadi peningkatan massa Anti-Uni Eropa di negaranya pasca Brexit 
diselenggarakan.  
Secara teknis, referendum Brexit bukanlah referendum pertama yang 
dilakukan oleh negara anggota untuk melepas keanggotaannya di Uni Eropa. 
Sebelumnya pada tahun 2015 lalu, Yunani juga telah melaksanakan referendum 
dengan hasil negatif, dimana 61% rakyat Yunani memilih bertahan di Eurozone. 
Namun setelah Brexit benar-benar terjadi, timbul kekhawatiran masa depan 
Yunani dalam organisasi tersebut, dimana mereka terancam harus menghadapi 
perekonomian yang tidak stabil setelah Inggris keluar dan pada akhirnya dituntut 
untuk melakukan lebih banyak penghematan (austerity) oleh Komisi Uni Eropa. 
Penyebaran massa Eurosceptic di benua Eropa setelah terjadinya Brexit 
terbilang cukup dinamis. Walaupun beberapa negara mulai mengalami Domino 
Effect sehingga berencana mengikuti langkah Inggris Raya untuk melakukan 
referendum, namun di lain pihak, negara seperti Polandia serta Hungaria tetap 
memberikan dukungannya terhadap integrasi yang dilakukan oleh Uni Eropa dan 
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 “Wilders Plan: Time for Liberation”, 2016,  http://www.geertwilders.nl/index.php/94-
english/2015-wilders-plan-time-for-liberation, Diakses pada 09 November 2016. 
 
menganggap bahwa Inggris adalah pihak yang akan mengalami lebih banyak 
kerugian dalam kasus ini. 
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Pada dasarnya, penulis melihat integrasi regional yang dilakukan oleh Uni 
Eropa sebagai bentuk integrasi yang unik serta paling moderat di masa kini. 
Pasalnya, Uni Eropa mulai memperlihatkan diri sebagai sebuah organisasi 
supranasional yang memiliki satu identitas dan mampu menanamkan banyak 
aspek kesamaan yang membuat kerjasama antar negara anggotanya terbilang 
lebih kohesif dibandingkan dengan organisasi regional lainnya. 
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa hasil dari pelaksanaan referendum 
Brexit oleh Inggris Raya memberikan efek luar biasa terhadap kohesivitas 
organisasi tersebut. Timbulnya ketidakstabilan dalam bidang politik maupun 
ekonomi pasca Brexit ternyata mampu memperparah ideologi Euroscepticism di 
benua tersebut sehingga mengancam keutuhan integrasi Uni Eropa di masa yang 
akan datang.  
Peristiwa Brexit ini merupakan yang pertama kalinya terjadi sepanjang 
sejarah terbentuknya Uni Eropa sehingga tidak ada pihak yang dapat memastikan 
seperti apakah hubungan antara Inggris dengan Uni Eropa kedepannya. Namun 
apabila Inggris terbukti berhasil tanpa Uni Eropa, maka dapat dipastikan bahwa 
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 Alice Foster, “Brexit aftershocks MAPPED: Who's next to leave the EU now Britain has quit 
crumbling bloc?”, 2016,  http://www.express.co.uk/news/politics/680957/Brexit-map-what-happens-
Europe-if-Britain-leaves-EU-referendum-2016-impact-on-EU-countries, Diakses pada 09 November 
2016.  
 
 
negara Uni Eropa lain akan semakin menyoroti kelemahan organisasi 
supranasional tersebut sehingga berpotensi menjadi awal keruntuhan integrasi 
regional yang telah dibangun bertahun-tahun di kawasan Eropa tersebut.      
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Reaksi negara-negara anggota Uni Eropa setelah hasil referendum Brexit 
dipublikasikan terbagi atas beberapa blok, yakni negara-negara yang menentang 
keputusan tersebut, negara yang mendukung dan berencana ingin 
menyelenggarakan referendum serupa, serta negara yang menganggap Brexit 
tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan kawasan Eropa.
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Sebanyak 48% atau 4 dari 10 rakyat Uni Eropa menyatakan prihatin atas 
keputusan Inggris Raya untuk keluar dari Uni Eropa, namun percaya bahwa hal 
tersebut tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi negara mereka.
8
 
Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa Brexit bukanlah referendum 
pertama yang dilakukan Inggris terhadap keanggotaannya di Uni Eropa, namun 
penulis membatasi pengambilan data terutama di tahun 2016 dimana referendum 
Brexit di Inggris dilaksanakan. Alasan penulis fokus mengambil data mengenai 
referendum Brexit adalah karena referendum tersebut memberikan hasil paling 
signifikan selama sejarah keanggotaan Inggris di Uni Eropa. 
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
                                                          
7
 “Ipsos Brexit Consequences Poll”, 2016, https://www.ipsos-
mori.com/Assets/Docs/Polls/reactions-to-brexit-august-2016-slides.pdf, Diakses pada 09 
November 2016.  
8
 Ibid. 
1. Bagaimana dinamika referendum Brexit di Inggris?  
2. Bagaimana respon negara-negara di Uni Eropa terhadap hasil 
referendum Inggris? 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian tentang dampak referendum Brexit terhadap integrasi 
Uni Eropa, yaitu : 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dinamika referendum Brexit.  
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan respon negara-negara Uni Eropa 
terhadap hasil referendum Brexit.   
 Dengan adanya tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi mengenai latar belakang 
penyebab referendum Brexit yang diselenggarakan oleh Inggris dari berbagai 
aspek serta respon yang ditimbulkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa atas 
hasil referendum tersebut. 
D. Kerangka Konseptual 
Penelitian ini menggunakan teori kerangka konsep dalam studi ilmu 
hubungan internasional yaitu konsep Regionalisme, Kepentingan Nasional serta 
Euroscepticism. Pertama-tama, alasan penulis mengambil konsep regionalisme 
dalam penelitian ini adalah karena Uni Eropa merupakan salah satu contoh 
realisasi dari konsep regionalisme di masa kini. Sejarah pembentukannya dimulai 
dengan berdirinya European Coal and Steel Community (ECSC) pada tahun  
1951 berdasarkan proposal Perancis yang dikenal dengan Schuman Plan, ECSC 
kemudian memperluas kerja sama anggotanya dalam bidang ekonomi serta 
merubah namanya menjadi European Community, dan akhirnya menjadi 
European Union pada tahun 1992 dibawah perjanjian Maastricht. Semenjak itu, 
kerja sama yang dilakukan oleh negara anggota Uni Eropa telah mencakup segala 
bidang termasuk bidang keamanan, sosial, kesehatan, kelautan dan perikanan, 
maupun pertanian.  
Kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa ini 
mencerminkan karakteristik regionalisme. Definisi regionalisme sendiri menurut 
Louis Cantori dan  Steven Spiegel dapat diasosiasikan dengan konsep region 
yang berarti kawasan dimana dua atau lebih negara saling berinteraksi dan 
memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, budaya, keterkaitan sosial dan 
sejarah serta perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya 
aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan.
9
 Lebih jauh mereka 
membagi sistem region ke dalam tiga bagian: core sector (negara inti kawasan), 
peripheral sector (negara pinggiran kawasan) dan intrusive system atau negara 
eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan.  
Bentuk regionalisme sendiri terbagi beberapa model, yaitu „Intra-
Regionalism‟, „Inter-regionalism‟, „Regional-transnationalism‟, serta bentuk 
                                                          
9
  Louis J. Cantori dan Steven Speigel. 1970, The International Politics of Regions: A 
Comparative Approach,  New Jersey: Prentice Hall Inc, Hal. 22-25. 
hubungan antara kelompok regional dengan single power. 
10
 Bentuk Intra-
Regionalism merupakan kerjasama anggota organisasi regional dalam satu 
kawasan dan telah melakukan distribusi kekuasaan untuk mencapai tujuan 
bersama. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi yang pada 
tingkat tinggi akan mampu mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara 
menyuluruh.  
Bentuk Inter-regionalism merujuk pada perluasan hubungan antar kawasan 
yang dapat mengambil beberapa model. Pertama adalah hubungan antara 
kelompok/organisasi regional seperti yang tercermin dalam kerjasama Uni Eropa 
dan ASEAN. Interaksi antara ASEAN dan Uni Eropa ini dapat dikategorikan 
sebagai „Bilateral Inter-regionalism Relationship‟ sehingga terjadi peningkatan 
kebutuhan untuk memperbanyak dialog antar kelompok dalam berbagai bidang 
spesifik.  
Bentuk ketiga adalah hubungan Regional-transnationalism yang 
merupakan kerjasama antara dua atau lebih kawasan seperti kerjasama yang 
dilakukan oleh APEC sejak tahun 1989 dan merupakan pengaturan trans-
regional karena meliputi kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara dan Amerika 
Selatan.  
Bentuk keempat dari regionalisme yakni hubungan antara kelompok 
regional dengan single power. Hubungan ini merupakan bentuk campuran yang 
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 Anak Agung Banyu Perwita dkk. 2011. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 109-110. 
menyerupai hubungan antar kawasan. Contohnya adalah kerjasama Amerika 
Serikat dengan Uni Eropa yang menonjolkan dominasi AS dalam mempengaruhi 
perbedaan pandangan antara beberapa negara Uni Eropa. Hal ini menunjukkan 
bahwa regionalisme bukan hanya terbatas pada unsur geografis, melainkan juga 
mengandung banyak aspek dari ekonomi hingga politik dan keamanan. 
Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut, Uni Eropa termasuk dalam regionalisme 
jenis intra-regional karena integrasi yang terjadi pada kawasan tersebut telah 
dilakukan secara menyeluruh dan berpusat pada kebijakan Uni Eropa sebagai 
institusi Supranasional. 
Pada prinsipnya, terdapat tiga elemen utama regionalisme. Elemen pertama 
adalah pengalaman kesejarahan masalah-masalah bersama yang dihadapi 
sekelompok negara dalam sebuah lingkungan geografis. Hal ini dikarenakan 
kesamaan pengalaman sejarah dan masalah yang dihadapi akan mendorong 
terciptanya kesadaran regional dan identitas yang sama atau regional awareness 
and identity. 
11
 
Elemen kedua adalah terdapat keterkaitan yang sangat erat antara negara-
negara tersebut. Dengan kata lain, terdapat sebuah ‟batas‟ kawasan atau dimensi 
„ruang‟ dalam interaksi yang mereka lakukan (special dimension of regionalism). 
Elemen ketiga adalah terdapat kebutuhan bagi mereka untuk menciptakan 
organisasi yang membentuk kerangka legal dan institusional untuk mengatur 
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 Louis Fawcett dan Andrew Hurrel, 1995, Regionalism in World Politics: Regional 
Organization and International Order, Oxford: Oxford University Press, Hal. 41.  
interaksi antar mereka dan menyediakan „aturan main‟ dalam kawasan.12 Elemen 
inilah yang mendorong derajat institusionalisme sebuah kawasan serta yang akan 
menentukan cakupan isu interaksi di kawasan. Seperti halnya Uni Eropa yang 
memiliki cakupan isu interaksi dalam banyak bidang serta telah disatukan oleh 
kesamaan sejarah dan kepentingan sehingga pada dasarnya memiliki prinsip yang 
sama dalam pembentukannya, yakni dengan menggunakan konsep regionalisme.  
Selanjutnya penulis menggunakan konsep kepentingan nasional sebab hal 
ini merupakan alasan utama Inggris melaksanakan referendum untuk 
meninggalkan Uni Eropa. Dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional, 
segala bentuk perilaku aktor hubungan internasional itu sendiri selalu berkaitan 
dengan tujuan pelaksanaan hubungan antar negara yang bersangkutan. Tujuan 
adanya interaksi antar negara tidak lain adalah untuk mencapai atau memenuhi 
kepentingan nasional negara yang melakukan interaksi. Kepentingan nasional 
suatu negara merupakan elemen yang terbentuk dari kebutuhan-kebutuhan 
mendasar negara tersebut, baik itu kebutuhan untuk meningkatkan 
perekonomian, keamanan, kesehatan, maupun pendidikan yang layak bagi warga 
negaranya.  
 Menurut Morgenthau, kepentingan nasional terbentuk atas dua faktor 
penentu, yaitu segala bentuk tuntutan rasional yang berlandaskan kebutuhan 
negara atau suatu bangsa, serta kebutuhan dasar lain yang dapat berubah-ubah 
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 Ibid. Hal. 4 
 
 
dan disesuaikan dengan keadaan tertentu. 
13
 Menurutnya, di dunia yang terdiri 
dari banyak bangsa yang saling berkompetisi dan saling menyerang satu sama 
lain, kemampuan survival adalah kebutuhan mendasar tiap bangsa agar dapat 
bertahan. Hal ini membuat semua bangsa dan negara harus melakukan apa yang 
perlu untuk dilakukan; melindungi fisik, politik, serta identitas kebudayaan 
bangsanya dari gangguan bangsa-bangsa lain. 
14
  
Menurut pandangan kaum realis, kepentingan nasional dapat disamakan 
dengan upaya negara untuk mengejar power, dimana power atau kekuasaan 
adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu 
negara terhadap negara lain atau untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. 
Berdasarkan konsep inilah, maka kepentingan nasional dianggap sebagai sarana 
sekaligus tujuan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam ranah politik 
internasional. 
15
 
Fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri 
berarti bahwa negara dan pemerintahan lainnya tidak dapat diharapkan 
sepenuhnya sehingga dibutuhkan negara lain agar kebutuhan suatu negara dapat 
tercapai. Salah satu cara memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui kerja sama 
dengan negara lain dimana seluruh kesepakatan internasional antar negara 
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bersifat sementara atau kondisional atas dasar keinginan negara-negara untuk 
mematuhinya. Hal ini berarti satu-satunya tanggungjawab mendasar warganegara 
adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kepentingan nasional. 
16
 
Euroscepticism merupakan istilah yang menyatakan pandangan maupun 
kepercayaan skeptis terhadap integrasi Uni Eropa. Penulis menggunakan konsep 
ini karena Euroscepticism mempunyai hubungan erat dengan penyebab 
meningkatnya suara mayoritas Inggris yang telah kehilangan keercayaannya 
terhadap Uni Eropa sehingga referendum Brexit dapat terjadi. Data survey 
Eurobarometer dari tahun 1990 hingga 2011 menunjukkan adanya peningkatan 
persepsi publik yang mengatakan bahwa unifikasi negara terhadap Uni Eropa 
adalah hal yang buruk.
17
 Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pandangan 
skeptis terhadap Uni Eropa diantaranya adalah ketidakpuasan terhadap kinerja 
pemerintah, ketidakpercayaan terhadap institusi supranasional, kekhawatiran 
terhadap hilangnya identitas nasional, dan refleksi terhadap kepentingan pribadi.  
Euroscepticism pada dasarnya didorong oleh kebijakan-kebjakan Uni 
Eropa yang dianggap merugikan negara anggota. Kebijakan mengenai imigran, 
misalnya. Kebijakan imigran tersebut membuat negara-negara penerima imigran 
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mengalami permasalahan ekonomi, sosial budaya hingga gangguan keamanan 
disebabkan oleh peningkatan jumlah imigran yang masuk ke wilayah negaranya.  
Kebijakan Imigran Uni Eropa justru membuat negara-negara penerima 
diperintahkan untuk memberlakukan kebijakan regularisasi dan reunifikasi yang 
memberikan kesempatan bagi imigran untuk tetap berada di negara tersebut.
18
 
Keinginan masyarakat lokal untuk memulangkan penduduk imigran dari negara 
mereka tidak dapat terakomodasi dengan baik oleh partai politik mainstream 
yang mendominasi pemerintahan sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan 
yang besar terhadap sistem integrasi Uni Eropa yang semakin mengancam 
kedaulatan negara-negara anggotanya. 
Euroscepticism semakin meningkat ketika krisis ekonomi melanda Uni 
Eropa sehingga rakyat Eropa mulai menyalahkan European Central Bank (ECB) 
atas intervensi yang dilakukan dalam mengatur kebijakan fiskal negaranya 
seperti kebijakan mengenai standar pembayaran pajak, upah pensiun hingga 
lapangan pekerjaan. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan asas demokratis 
mengingat anggota parlemen Uni Eropa yang membuat kebijakan pada dasarnya 
tidak dipilih secara langsung oleh rakyat Uni Eropa itu sendiri, melainkan oleh 
politikus elit di pemerintahan.  
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Brexit sendiri membawa dampak yang signifikan terhadap penyebaran 
paham skeptis terhadap Uni Eropa atau Euroscepticism ini. Banyak rakyat di 
negara-negara anggota Uni Eropa menyatakan mendukung keputusan Inggris 
untuk keluar dari Uni Eropa dan bahkan menyampaikan inisiatif untuk 
melaksanakan referendum yang sama. Mereka menganggap Uni Eropa telah 
melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan serta kepentingan nasional 
negaranya sehingga keanggotaan di organisasi tersebut cenderung lebih 
merugikan daripada menguntungkan negara anggota. 
E. Metode Penelitian 
1.  Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriktif-Analitik, yaitu 
penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai 
argumen yang relevan secara desktiktif. Kemudian, hasil uraian tersebut 
dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.  
2.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah library 
research, dimana data-data diperoleh dari berbagai tulisan-tulisan dan sumber 
baik berupa buku, jurnal, artikel, website, video dan berbagai data relevan 
lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut dari 
beberapa tempat yang penulis akan kunjungi, yaitu: 
a. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia di Jakarta 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar 
c. Perpustakaan CSIS (Center for Strategic and International Studies) di 
Jakarta 
d. Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri di Jakarta 
3.  Jenis Data 
Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, dimana data ini di 
dapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, website, video dan 
berbagai data terkait lainnya. Adapun, data yang dibutuhkan ialah data yang 
berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang pengaruh referendum 
Brexit terhadap integrasi Uni Eropa.  
 4.  Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 
hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis 
permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian 
menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan 
sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat analisis 
kualitatif. 
 
 
 
   5.  Metode Penulisan 
 Metode penulisan yang digunakan  oleh  penulis  ialah  metode  
deduktif, yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang 
diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
